
WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Cotona Virus Disease
2Ol9 l00Wla-lgl dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, datam rangla
pelaksanaan kebljakan di bidang keuangan Daerah,
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan
tertentu (refoatsittgl, perubahan alokasi, dan penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (l)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O2O
tentang Percepatan Penanganan Corona Vttts Disease 2Of 9 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah
dapat melaksanakan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannJra, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/$J dan
Nomor 177 ll$tlK.O7 l2O2O tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2O Dalam
Raneka Penanganan Corona Virus Disease 2OL9 (COWD'191,
serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian
target pendapatan daerah dan rasionalisasi belar{a daerah
dengal terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Angg,aran
2O2O dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, dan
kemudian menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD
tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direkhrr Jendral
Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c,q
Direkfirr Jenderal Bina Keuangan Daerah;
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Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16O ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana
Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai
dasar pelaksanaan, untuk *lanjutnya dianggarkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua
AtaB Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran2O2O;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Icmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Talll.bahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 terltanlg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Vrnts Disea,se 2Ol9 (COWD19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485f;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesira Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OL9 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 249);

9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019
tentang Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun
2019 Nomor 7);

10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2O19
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun
2O19 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Wdi Kota Nomor 34 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O (Beita Daerah Kota Balikpapan Tahun
2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN IIIAU KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BEI..ANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 715.OOO.OOO.OOO,0O
2.Dana Perimbangan Rp L.262.O56.3O2.400,00
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp 557.863.802.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 2.534.92O.1O4.4OO,0O

Rp
Rp
Rp

815.146.359.400,00
o,oo

146.902.OOO.OOO,OO

J

Beberapa. ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2O2O Nomor 3),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

b. Belanja Daerah:
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belaqja Pegawai
b) Belanja Subsidi
c) Belanja Hibah



d) Belanja Bantuan Sosial RP
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp

provinsi/kabupaten/kota, pemerintah
dan partai politik

f) Belanja Tidak Terduga Rp

3.245.625.000,00
1.300.o00.000,00

159.416.960.588,00

2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal

Rp
Rp
Rp

280.476.O95.607,00
77t.O22.23t.869,00
671.160.386.L27,OO

Jumlah Belanja Iangsung

Total Belanja

Surplus/ (Defi siQ setelah perubahan

Rp 1.722.658.713.603,00

Rp 2.A48.69.658.591,00

Rp (313.749.554.191,0O)

c. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

323.749.554.191,00
10.000.000.000,o0

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 3L3.749.554.191,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah sebagaimana
dimaksud datam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam l,ampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetqpkan dalam Peraturan Wali Kota. ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan ke{a perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp L.126.O1O.944.988,00

Rp
Rp

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini'



Pasal II 

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. 

Ditetapkan di Balikpapan 
pada tanggal 21 April 2020 

WALi KOTA BALIKPAPAN, 

Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 22 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 

ttd 

SAYID MN FADLI 

ttd 

M. RIZAL EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 5 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

KEPALA AGIAN HUKUM, 
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